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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan 

Pernikahan dengan Wali Hakim karena Calon Mempelai Putri Lahir setalah 

Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar 

Kota Surabaya)” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) terhadap pernikahan dengan wali hakim dan bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

tentang pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah 

perceraian. 

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan dua teknik yakni wawancara dan 

dokumentasi. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstruktur 

yang hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada kepala KUA 

Gunung Anyar. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis dengan 

metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. 

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pertama, pernikahan dengan 

wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian didasarkan pada 

pertimbangan kepala KUA dengan berpedoman pada hadis dari „Aisyah ra tentang 

wali hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 dengan 

menafsirkan kata tidak ada wali nasab karena calon mempelai perempuan lahir 

setelah perecraian; kedua, pertimbangan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar 

terhadap pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri 

lahir setelah perceraian telah sesuai dengan hukum Islam, sebab anak yang lahir 

diluar pernikahan yang sah hanya memiliki nasab atas ibunya dan keluarga ibunya 

yang berarti nasab antara dirinya dan ayahnya telah terputus, begitupun dalam hal 

perwalian hingga akhirnya wali hakim yang akan menjadi wali dalam 

pernikahannya. 

Dari kesimpulan di atas, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat terkait pentingnnya status pernikahan dan status anak yang sah 

dimata hukum positiv agar hal seperti ini tidak terulang kembali dan  hendaknya 

kepada pihak-pihak yang terkait meluruskan kembali mengenai penafsiran kata 

”tidak ada wali” pada peraturan yang ada dengan memberi tambahan kata tidak 

ada wali nasab dikarenakan anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah dan 

mengahruskan nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. 

 

 

  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ix 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

SAMPUL DALAM ............................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................................. ii 

PERETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................... iii 

PENGESAHAN  .................................................................................................. iv 

ABSTRAK ............................................................................................................. v 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi 

MOTTO ............................................................................................................. viii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix 

DAFTAR TRANSLITERASI ............................................................................ xii 

BAB I   PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah ............................. 10 

C. Rumusan Masalah ................................................................... 11 

D. Kajian Pustaka ......................................................................... 12 

E. Tujuan Penelitian ..................................................................... 15 

F. Kegunaan Hasil Pnelitian ........................................................ 16 

G. Definisi Operasional ................................................................ 16 

H. Metode Penelitian .................................................................... 17 

I. Sistematika Pembahasan ......................................................... 21 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH 
 

A. Wali Nikah dan Dasar Hukumnya ........................................... 24 

B. Syarat-Syarat Wali Nikah ........................................................ 25 

C. Urutan Wali Nikah .................................................................. 28 

D. Macam-macam Wali Nikah ..................................................... 32 

E. Wali Hakim dalam Pernikahan ................................................ 37 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim  ....................... 37 

2. Sebab-sebab pernikahan Wali Hakim ................................ 41 

BAB III  PELAKSANAAN PERNIKAHAN WALI HAKIM DI KUA 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

x 

 

GUNUNG ANYAR 
 

A. Selayang Pandang KUA Kecamatan Gunung Anyar .............. 44 

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Gunung Anyar ............. 44 

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gunung Anyar........ 46 

3. Kepaniteraan KUA Kecamatan Gunung Anyar ................. 46 

B. Pelaksanaan Pernikahan Wali Hakim di KUA  

Kecamatan Gunung Anyar  ..................................................... 47 

1. Deskripsi Kasus Pelaksanaan Pernikahan Wali Hakim  

di KUA Kecamatan Gunung Anyar  ................................... 47 

2. Pertimbangan KUA Kecamatan Gunung Anyar  

terhadap Pelaksanaan Pernikahan Wali Hakim karena 

calon mempelai putri lahir setelah perceraian .................... 52 

BAB IV  ANALISIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI 

HAKIM KARENA CALON MEMPELAI PUTRI LAHIR 

SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI 

KUA GUNUNG ANYAR 

 

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA terhadap Pernikahan 

dengan Wali Hakim karena Calon Mempelai Putri Lahir 

Setelah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Gunung Anyar ................................................................................ 58 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Kepala KUA 

tentang Pernikahan dengan Wali Hakim karena Calon 

Mempelai Putri Lahir Setelah Perceraian di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Gunung Anyar Perspektif Hukum Islam .. 65 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan .............................................................................. 71 

B. Saran ........................................................................................ 71 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 73 

LAMPIRAN 

  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakaang Masalah 

Pernikahan  merupakan salah satu sunnatulla>h yang umum berlaku pada 

semua ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Seperti dalam firman Allah Swt:  

Seperti dalam firman Allah Swt: 

                    

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah).” (Al-Dzariat: 49)
1
 

 

Nikah menurut bahasa adalah al-jam‟u dan al-d{ammu yang artinya 

kumpul. Sedangkan menurut terminologi, pernikahan berarti akad serah terima 

antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu 

sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah 

serta masyarakat yang sejahtera.
2
 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur 

secara khusus mengenai perkawinan, menjelaskan pengertian perkawinan 

dalam pasal 1 yakni sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Tanggerang: Forum Pelayan Al-Quran), 

522. 
2
 Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam  (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76.   

3
 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Pernikahan juga disebut dengan akad yang kuat atau mi>thsa>qa>n 

Ghaliz{a>n untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya juga 

merupakan sebuah ibadah. Sebuah pernikahan tentunya juga memiliki tujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saki<nah, mawaddah, dan 

ra{hmah.
4
 

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan 

bagi manusia untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, 

setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif 

dalam mewujudkan tujuan Pernikahan.
5
 

                               

                                    

 “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 

(Hawa) dari diri(nya); dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan 

laki-laki dan Putri yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang 

dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 

kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu.” 

(Al-Nisa>: 1)
6
 

 

Suatu pernikahan dikatakan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat 

dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum Islam maupun hukum 

positif. Salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah 

pernikahan adalah adanya wali bagi calon mempelai perempuan. Wali adalah 

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad 

                                                           
4
 Kompilasi Hukum Islam. 

5
Abdul Kholiq Syafa‟at, Hukum Keluarga Islam (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press), 14. 

6
 Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., 7\7. 
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nikah.
7
 Nikah tanpa wali ialah tidak sah, karena setiap wali memberikan 

bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah 

perwaliannya. UU Pernikahan tidak terlepas dari hukum pernikahan yang 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, adapun syarat dan rukun sebuah 

pernikahan salah satunya adalah wali nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam 

yang membahas tentang wali nikah yang terdapat pada pasal 19. status wali 

dalam pernikahan merupakan rukun yang menentukan sahnya suatu 

pernikahan. Seorang wali mempunyai persyaratan, yaitu laki-laki, dewasa, 

mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang 

diatur dalam Pasal 20 KHI ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah 

adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, 

berakal dan baligh.
8
 Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa disebut 

i>ja>b qabu>l (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali dari 

mempelai Putri atau yang mewakilinya, dan qabu>l (penerimaan) dilakukan 

oleh mempelai laki-laki. 

Masalah perwalian pada garis besarnya diatur dalam pasal 26 ayat (1) 

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya pernikahan, 

yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di depan Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, Wali nikah yang tidak sah, atau 

pernikahan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat 

                                                           
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 69. 
8
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 118. 
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dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari 

suami istri, jaksa, suami atau istri.
9
 

Wali kaitannya dalam pernikahan dibedakan menjadi tiga (3):
10

 

1. Wali nasab, ialah laki-laki yang beragama Islam yang berhubungan darah 

dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.  

2. Wali hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat 

yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 

mempelai perempuan yang tidak mempunya wali.  

3. Wali mu>hakkam, ialah seorang yang beragama Islam diangkat oleh kedua 

calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. 

Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul disebabkan wali 

mempelai perempuan menolak (ad}al) atau tidak ada, atau karena sebab lain 

yang secara fisik ada akan tetapi hak perwaliannya tidak ada.
11

  

Lebih jelasnya, yang dimaksud wali hakim di sini adalah wali yang 

ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara.
12

 Di Indonesia, Kepala Negara 

ialah presiden yang telah memberi kuasa kepada bawahannya yaitu Menteri 

Agama, yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatatan Nikah 

untuk bertindak sebagai wali hakim, yang berwenang bertugas sebagai wali 

hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal 

mempelai perempuan. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim 

                                                           
9
 Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. 

10
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 

1982), 46. 
11

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 66. 
12

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan..., 48. 
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dapat diangkat oleh orang-orang  terkemuka dari daerah tersebut atau orang-

orang yang alim.
13

 

Dinyatakan pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama (PMA) 

Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa Kepala  Kantor 

Urusan Agama  Kecamatan  ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri 

tidak mempunyai wali nasab, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat 

dihadirkan karena masa tahanan, wali nasab tidak beragama islam, wali 

nasabnya berhalangan atau ad}al.
14

 

Begitu juga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga 

menyatakan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama 

(PMA) Nomor  30 Tahun 2005  Tentang Wali Hakim yaitu: Wali hakim dapat 

bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ad}al 

atau enggan‛.
15

 

Berbicara mengenai wali dalam pernikahan, banyak sekali problematika 

yang berkembang di masyarakat, khususnya tentang persoalan urutan wali dan 

persoalan penetapan wali nikah. Seperti kasus yang terjadi di KUA Kecamatan 

Gunung Anyar Kota Surabaya. Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota 

Surabaya menetapkan wali hakim kepada mempelai perempuan tersebut 

dikarenakan calon mempelai perempuan tersebut lahir setelah perceraian kedua 

orangtuanya. 

                                                           
13

 Tihami dan Sohari Sahrani,  Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 97. 
14

 Peraturan Menteri Agama Nomor  19 Tahun 2018  Tentang  Pencatatan Perkawinan. 
15

 Peraturan Menteri Agama Nomor  30 Tahun 2005  Tentang Wali Hakim. 
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Sebelum melalui proses akad pernikahan biasanya calon mempelai akan 

disibukkan dengan rangkaian kegiatan sebagai persyaratan untuk dapat 

melaksanakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA), salah satu 

contohnya adalah proses pemeriksaan nikah atau biasa disebut Rafa‟. 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengecek ulang seluruh data yang 

bersangkutan, untuk kemudian dimasukkan ke dalam komputer yang di input 

ke dalam Program Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH), untuk 

kemudian akan diterbitkan Pengumuman Kehendak Nikah oleh KUA setempat. 

Hal ini juga yang dilakukan pada salah satu calon mempelai Putri yang 

saat itu mengajukan pernikahnnya di KUA Gunung Anyar. Pada saat 

melakukan pemeriksaan berkas ternyata ada sesuatu hal yang membuat 

perpindahan dari wali nasab ke wali hakim. pada saat pemeriksaan berkas akta 

kelahiran mempelai perempuan disitu tertulis dia lahir pada tanggal 9 Agustus 

tahun 1979 dan di akta kelahiran tersebut juga tertulis bahwasannya dia hanya 

anak ibunya, yang berarti mempelai perempuan ini lahir di luar pernikahan 

yang sah dari kedua orangtuanya
16

 

Setelah melihat hal yang ganjil akhirnya kepala KUA Gunung Anyar 

menanyakan langsung kepada orangtua dari calon mempelai perempuan 

mengenai hal tersebut. Bahwasannya dulu orangtua dari mempelai perempuan 

ini pernah menikah dan mempunyai dua anak, kehidupan rumah tangganya 

juga harmonis dan baik-baik saja. Namun pada tahun 1978 ada beberapa 

permsalahan yang menerpa kehidupan rumah tangga dari orangtua calon 

                                                           
16

 Mastur Musyafak, Wawancara, KUA Kecamatan Gunung Anyar 29 Oktober 2018. 
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mempelai perempuan ini hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Setelah 

berpisah dan mendapat akta cerai dari pengadilan agama tepat pada tanggal 31 

Januari 1978 keduanya sepakat untuk tak berterus terang kepada pihak 

keluarnganya yang lain dengan alasan malu dan tidak tega jika harus 

memberitahukan perihal perceraiannya, jadi diantara keluarga mereka tidak ada 

yang mengetahui informasi mengenai perpisahan keduanya. Pada waktu itu 

kesalahan yang kedua orangtua calon mempelai perempuan lakukan adalah 

dengan masih tinggal berdua di rumah bersama, karena terlalu sering tinggal 

bersama dan bahkan tidur berdua membuat keduanya lupa diri dan melakukan 

hal yang tidak semestinya dilakukan oleh mereka mengingat status keduanya 

yang telah bercerai. Hingga suatu hari ibu dari mempelai perempuan ini hamil 

dan pihak keluarga tidak menaruh rasa curiga mengingat yang mereka ketahui 

bahwa status dari kedua orangtua calon mempelai perempuan ini masih sah 

sebagai suami istri. Dari sekian tahun barulah pada tahun 2015 kedua orangtua 

calon mempelai prempuan tersadar bahwa status mereka itu salah dan 

keduanya memutuskan untuk kembali membina rumah tangga dengan 

melangsungkan akad nikah di KUA Gunung Anyar dan ditahun itu pula akta 

kelahiran calon mempelai perempuan baru dibuat.
17

 

Ketika kepala KUA Gunung Anyar menanyakan perihal apakah keduanya 

pernah rujuk secara Islam, jawaban dari kedua orangtua calon mempelai 

perempuan adalah mereka tidak tahu menahu mengenai rujuk dalam islam, 

keduanya tidak memahami jika rujuk secara islam bisa dilakukan tanpa 

                                                           
17

 Ibid. 
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perkataan secara langsung, rujuk bisa juga dengan s}arih{, yang mereka 

pahami rujuk itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan pernikahan kembali 

di kantor urusan agama. Perlu diketahui juga ketika keduanya melakukan rujuk 

secara Islam status dari calon mempelai perempuan dapat berubah menjadi 

anak sah secara Islam, walaupun tidak sah secara negara karena belum 

melakukan pernikahan yang sah di mata hukum positiv.  

Pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 

2018 Tentang Pencatatan Pernikahan hanya menyebutkan, bahwa Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon 

isteri tidak mempunyai wali nasab, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat 

dihadirkan karena masa tahanan, wali nasab tidak beragama islam, wali 

nasabnya berhalangan atau ad}al.
18

 Selanjutnya pada Peraturan Menteri Agama 

(PMA) Nomor  19 Tahun 2018  Tentang  Pencatatan Perkawinan tersebut yang 

bisa dijadikan pedoman Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Gunung Anyar adalah dengan menafsirkan kata “tidak mempunyai wali nasab” 

walaupun pada kenyataannya wali nasab dari calon mempelai perempuan yakni 

ayah kandungnya masih hidup dan berada ditempat baik pada saat melakukan 

akad maupun rafa‟ di KUA Kecamatan Gunung Anyar. Begitupun pada pasal 

18 ayat (4) dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, 

bahwasannya Kepala KUA kecamatan  ditunjuk  menjadi  wali hakim,  apabila  

calon isteri  tidak mempunyai  wali  nasab,  wali  nasabnya  tidak  memenuhi  

                                                           
18

 Peraturan Menteri Agama Nomor  19 Tahun 2018  Tentang  Pencatatan Perkawinan. 
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syarat,  berhalangan  atau adhal.
19

 Pada pasal 18 ayat (4) dalam Peraturan 

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang dapat dijadikan pedoman oleh 

Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar adalah kata-kata Wali Nasabnya tidak 

memenuhi syarat, walaupun dalam kenyataannya syarat wali nasab hanya 

terdiri dari:
20

 

1. Laki-laki 

2. Beragama  lslam; 

3. Baligh,  berumur  sekurang-kurangnya  19  tahun; 

4. Berakal; 

5. Adil 

Pada kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Gunung Anyar wali nasab telah memenuhi syarat-syarat yang telah ada, yang 

artinya tidak ada permasalahan dalam hal menjadi wali nikah. Begitupun pada 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim 

menyebutkan bahwasannya, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di 

wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak 

mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, 

atau mafqud, atau berhalangan, atau ad}al, maka pernikahannya dilangsungkan 

oleh wali hakim.
21

 

Melihat permasalahan di atas dan berpegang pada peraturan yang ada 

itulah yang memotivasi penulis tertarik dan mecoba meneliti lebih dalam 

tentang kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung 

                                                           
19

 Peraturan Menteri Agama Nomor  11 Tahun 2007  Tentang  Pencatatan Nikah. 
20

 Ibid. 
21

 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. 
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Anyar Kota Surabaya terhadap pelaksanaan pernikahan dengan Wali Hakim 

karena calon mempelai Putri lahir setelah perceraian dan bagaimana Islam 

memandang kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung 

Anyar Kota Surabaya tersebut, yang kemudian penulis merangkum dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali 

Hakim karena Calon Mempelai Putri Lahir setelah Perceraian (Studi Kasus di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari paparan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah 

yang dapat diteliti 

1. Kedudukan nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut 

hukum islam 

2. Pandangan hukum positif mengenai keperdataan anak yang lahir diluar 

pernikahan 

3. Perhitungan masa iddah terhadap kelahiran anak pasca perceraian perspektif 

hukum islam 

4. Pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung 

Anyar terhadap pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri 

lahir setelah perceraian 

5. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gunung Anyar tentang pernikahan dengan wali hakim 

karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian  
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Sehubungan dengan permasalahan yang peneliti tulis, agar tidak terjadi 

pembahasan yang melebar hingga keluar dari pokok permasalahan, maka 

penulis memberi batasan masalah agar terfokus pembahasannya lebih jelas dan 

terarah, yang meliputi: 

1. Pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung 

Anyar terhadap pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri 

lahir setelah perceraian 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gunung Anyar tentang pernikahan dengan wali hakim 

karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian  

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah menyusun karya ilmiah ini, maka disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Gunung Anyar terhadap pernikahan dengan wali hakim karena calon 

mempelai putri lahir setelah perceraian 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar tentang pernikahan 

dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian. 

 

D. Kajian Pustaka 
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Kajian pustaka dalam permasalahan Wali Hakim sebenarnya sudah banyak 

di teliti oleh para peneliti terdahulu sebelumnya. sehubungan dengan judul 

peneliti dan pembahasan yang penulis tulis. Kajian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana kontribusi kelimuan dalam penulisan proposal ini. 

Dibawah ini ada beberapa judul penelitian yang telah ditulis sebelumnya. 

Skripsi yang ditulis oleh Muslikah (UIN Sunan Kalijaga) yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim 

(Studi KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)”. Dalam skripsi ini penulis 

mengumpulkan data-data dari tahun 2007-2010 yang tentunya banyak alasan-

alasan yang berbeda tentang dilaksanakannya pernikahan wali hakim. 
22

 

Skripi yang ditulis Mastur Musyafak (UIN Sunan Ampel) dengan judul: 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu”. Dalam 

skripsi ini membahas tentang permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pakal sebab wali nasab berada di luar negeri. 

Setelah pelaksanaan akad nikah diketahui bahwa alasan untuk permohonan 

wali hakim ternyata palsu. 
23

 

Skripsi yang ditulis oleh Andriyani (Universitas Andalas Padang) yang 

berjudul “pelaksanaan Pernikahan melalui wali hakim di kantor urusan agama 

                                                           
22

 Muslikah,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim 

(Studi KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011). 
23

 Mastur Musyafak,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di 

Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu”  (Skripsi--IAIN  

Sunan Ampel, Surabaya, 2004). 
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kecamatan kilangan kota padang”. Dalam skripsi ini disebutkan kendala apa 

saja yang menyebabkan perpindahan dari wali nasab ke wali hakim.
24

 

Skripsi yang ditulis oleh Afif Muamar (UIN Sunan Kalijaga) yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim bagi anak 

Putri yang lahir dari Pernikahan hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan 

KUA Kotagede”. Didalam skripsi ini penulis mengomparasikan kebijakan 

pelaksanaan wali hakim antara KUA sewon dan KUA Kotagede terhadap Putri 

yang lahir dari Pernikahan hamil.
25

 

Skripsi yang pertama, dalam skripsi ini terdapat persamaan yakni 

membahas tentang alasan pernikahan dengan wali hakim, sedangkan perbedaan 

skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah tentang sampel yang 

diambil. Dalam skripsi milik Muslikah ini sampel yang akan di ambil mulai 

dari 2007-2010, sedangkan sampel yang akan penulis ambil di KUA Gunung 

Anyar itu hanya satu kasus. 

Skripsi yang kedua, dalam skripsi tersebut sama-sama membahas 

pelaksanaan wali hakim dengan alasan wali nasab berada diluar negeri tetapi 

pada kenyataannya permohonan wali hakim ini alasannya palsu. Sedangkan 

skripsi yang akan penulis tulis berkenaan dengan pelaksanaan wali hakim 

karena calon mempelai putri lahir setalah perceraian, tanpa adanya pemalsuan 

data seperti pada kasus skripsi yang ditulis Mastur Musyafak ini. 

                                                           
24

 Andriyani, “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kilangan Kota Padang” (Skripsi--Universitas Andalas Padang, 2011). 
25

 Afif Muamar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan 

Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil” (Studi Komparasi Di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)” 

(Skipsi--UIN Sunan Kalijaga, 2009). 
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Skripsi yang ketiga, terdapat persamaan dengan skripsi yang akan penulis 

tulis yakni tentang faktor penyebab pelaksanaan pernikahan dengan wali 

hakim, akan tetapi dalam skripsi yang ditulis Andriyani ini juga menyebutkan 

kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim 

diKantor Urusan Agama di Kecamatan Kilangan Kota Padang, sedangkan 

skripsi yang akan penulis tulis tidak menyebutkan adanya kendala-kendala 

dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Gunung 

Anyar Kota Surabaya, itulah yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis 

Andriyani dengan yang akan penulis tulis saat ini. 

Skripsi yang ke empat, Dalam skripsi ini terdapat suatu persamaan yakni 

sama-sama membahas penetapan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan, 

namun yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis Afif Muamar dengan 

yang akan penulis tulis adalah penggunaan studi komparasi. Dalam skripsi 

yang ditulis Afif Muamar ini membandingkan pelaksanaan pernikahan dengan 

wali hakim bagi anak Putri yang lahir dari Pernikahan di KUA Sewon dan 

KUA Kotagede, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis memaparkan 

tentang pelaksanaan wali hakim karen calon mempelai Putri lahir setelah 

perceraian kedua orangtuanya. 

Dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas secara 

spesifik pelaksanaan Pernikahan dengan wali hakim karena alasan calon 

mempelai Putri lahir setelah perceraian khususnya di Kantor Urusan Agama 

Gunung Anyar Surabaya. Maka dari itu Penulis melakukan penelitian yang  

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan 
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Wali Hakim karena Calon Mempelai putri Lahir Setelah Perceraian (Studi 

Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Kota 

Surabaya). 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini, penulis 

bermaksud untuk: 

1. Mengetahui pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Gunung Anyar Terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim karena calon 

mempelai putri lahir setelah perceraian 

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) Tentang Pernikahan dengan Wali Hakim karena 

calon mempelai putri lahir setelah perceraian 

 

 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mempunyai nilai guna serta manfaat yang banyak baik bagi 

kalangan akademisi maupun non akademisi. Dari hasil penelitian ini, kiranya 

memiliki kegunaan yang sekurang-kurangnya dapat diklasifikasikan menjadi 

dua jenis sebagai berikut: 

1. Segi teoritis 
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Secara teori, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta 

wawasan dalam bidang hukum Islam dengan memberikan gambaran 

pendapat-pendapat para ulama mengenai pernikahan dengan wali hakim dan 

sebab apa saja yang menjadi latar belakang pernikahan dengan wali hakim. 

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri dan 

penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para 

peneliti di masa yang akan datang. 

2. Segi praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi 

tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali karena calon mempelai putri 

lahir setelah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar 

Kota Surabaya.  

 

G. Definisi Operasional 

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah 

pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi 

operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam: Hukum Islam yang dimaksud pada penelitian ini 

ialah ayat al-Quran atau hadist serta pendapat Ulama mazhab yang menjadi 

dasar hukum tentang wali nikah, yaitu seseorang yang bertindak mewakili 

calon mempelai perempuan saat akad.  
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2. Pernikahan dengan wali hakim karena lahir setelah perceraian: Peristiwa 

yang menyebabkan perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim. Dalam 

penelitian ini akan ditelusuri bagaimana kronoligis peristiwa yang terjadi 

hingga menyebabkan terjadinya perpindahan dari wali nasab kepada wali 

hakim, lalu pertimbangan apa yang digunakan Kepala KUA Gunung Anyar 

terhadap kasus tersebut. 

Berdasarkan pada judul skripsi yang secara definisi operasional telah 

dijelaskan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan meneliti 

Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar  Kota 

Surabaya terhadap Pelaksanaan pernikahan dengan Wali Hakim karena calon 

mempelai putri lahir setelah Perceraian yang selanjutnya akan ditinjau dari segi 

hukum Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  lapangan  (field research),  yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden langsung. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan survei yang mengambil lokasi penelitian di Kantor 

Urusan Agama kecamatan Gunung Anyar yang bertempat di Harapan T No.31, 

Rungkut Menanggal, Gunung Anyar, kota Surabaya. 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data tentang KUA Kecamatan Gunung Anyar 
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b. Data tentang Pelaksanaan Pernikahan dengan wali hakim karena calon 

mempelai putri lahir setelah Perceraian 

2. Sumber data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
26

 Penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber data yang diambil dibagi 

menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder 

sebagaimana telah di rinci sebagai berikut: 

a. Sumber Primer 

Adapun sumber data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini 

berupa: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung 

Anyara Kota Surabaya 

b. Sumber Sekunder 

Yaitu data  yang diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan 

dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri 

dari: 

1) Akta Kelahiran mempelai perempuan 

2) Surat Keterangan Nikah Model N1-N4 

3) Surat Permohonan wali hakim 

4) Buku “Hukum Pernikahan Islam di Indonesia antara munakahat dan 

Undang-Undang Pernikahan” karya Amir Syarifuddin 

5) Buku “Fikih Islam Wa Adillatuhu 10” karya Wahbah az-zuhaili 

6) Buku “Fikih Munakahat 1” karya Selamet Abidin dan Aminudin 

                                                           
26

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), 35. 
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7) Kompilasi  Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan No. 1 

Tahun 1974 berkaitan dengan perwalian 

8) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali 

Hakim 

9) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 20018 Tentang 

Pencatatan Pernikahan 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Dokumentasi, adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang 

bersumber atau berkaitan dengan subyek yang akan diteliti. Data 

dokumentasi diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian.
27

 Metode ini 

digunakan penulis untuk menelusuri data berupa Akta Nikah yang telah 

dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama  Kecamatan Gunung Anyar 

Kota Surabaya serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri 

lahir setelah perceraian.  

b. Wawancara, adalah penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara dengan subyek yang akan diteliti. Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara bertanya-jawab dengan reponden 

                                                           
27

 Ibid. 
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secara langsung.
28

Di sini penulis mengadakan wawancara dengan  

Kepala  Kantor Urusan Agama  Kecamatan Gunung Anyar Kota 

Surabaya untuk memperoleh informasi atau data tentang pelaksanaan 

pernikahan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah 

perceraian. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian 

peneliti menggunakan teknik-teknik dibawah ini untuk mengolah data:
29

 

a. Editing, langkah awal yang harus dilakukan adalah memeriksa data-data 

yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, 

keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Pada 

penelitian ini data yang akan disaring adalah data pelaksanaan 

pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah 

perecraian di KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. 

b. Organizing, menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan 

paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-

bukti secara jelas tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim 

karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian di KUA Kecamatan 

Gunung Anyar Kota Surabaya. 

c. Analizing, tahapan analisis terhadap data dari pelaksanaan pernikahan 

dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian 

                                                           
28

 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian  (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 221. 
29

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 129. 
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di KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, sehingga 

mendapatkan sesuatu perumusan atau kesimpulan tertentu. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif merupakan 

suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, sutu objek, kondisi, 

pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud adalah gambaran kasus pernikahan dengan wali hakim karena 

calon mempelai putri lahir setelah perceraian, adapun pola pikir deduktif 

merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi 

kasus yang bersifat khusus (individual). Dalam hal ini berangkat dari teori-

teori tentang wali hakim, kemudian melihat data dan fakta penetapan wali 

hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian oleh kepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab 

dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari  latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
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pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, bab tentang wali dalam Pernikahan hukum Islam, bab ini 

membahas tentang wali dalam Pernikahan yang di dalamnya akan dibahas 

mengenai  pengertian wali, dasar hukum  adanya  wali,  syarat-syarat  wali,  

macam-macam wali, kemudian pada bab  ini juga membahas  tentang 

pernikahan dengan menggunakan wali hakim, serta jenis dan sebab 

perpindahan wali nikah yang di dalamnya akan dibahas mengenai  perpindahan 

dari wali nasab ke wali hakim. 

Bab Ketiga, bab yang menjelaskan uraian hasil penelitian tentang 

pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir 

setelah perceraian di KUA Kecamatan Gunung Anyar  Kota Surabaya, di 

dalam bab ini nantinya akan dibahas data mengenai gambaran singkat KUA  

Kecamatan  Gunung Anyar  Kota Surabaya, data pelaksanaan pernikahan 

dengan wali hakim karena alasan calon mempelai putri lahir setelah perceraian, 

dan data mengenai pertimbangan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar 

menenai pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir 

setelah perceraian. 

Bab Keempat, bab tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim 

karena mempelai putri lahir setelah perceraian perepektif hukum Islam. 

Dimana dalam bab keempat ini akan dibahas analisis dari pertimbangan kepala 

KUA gunung anyar terhadap pelaksanaaan pernikahan dengan wali karena 

calon mempelai putri lahir setelah perceraian, serta bagaiamana tinjauan 
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hukum Islam terhadap pertimbangan kepala KUA kecamatan gunung anyar 

tentang pelaksanaaan pernikahan dengan wali karena calon mempelai putri 

lahir setelah perceraian. 

Bab kelima, adalah bab penutup yang  berisikan  tentang  kesimpulan 

sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI  

A. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya 

Dalam  pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Mengenai kedudukan wali 

dalam  pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun 

pernikahan  atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan 

jumlah rukun  pernikahan. Namum perbedaan tersebut bukanlah dalam hal  

yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai  

pernikahan.
1
 Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para 

fuqaha (pakar hukum islam) seperti diformulasikan Wahbah Zuhayli adalah 

Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung 

melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin 

orang lain
2
  

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan 

wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai 

dengan bidang hukumnya.
3
 Sementara Zahid Hamid menjelaskan bahwa wali 

nikah adalah seorang laki-laki dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan 

                                                           
1
 Amir Syarifudin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan..., 69. 
2
 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam didunia Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2004), 134. 
3
 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunah, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT Al-Maarif, 1994), 1. 
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pernikahan calon mempelai Putri, adanya wali nikah itu merupakan rukun yang 

dipenuhi dalam suatu akad perkawinan.
4
 

Wali adalah hak syar‟i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat 

memaksa. Wali ada dua macam, yakni wali umum dan wali khusus. Wali 

umum adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta. Wali khusus 

adalah wali yang berkenaan dengan manusia, yaitu perwalian dalam 

pernikahan.
5
 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah 

akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur 

ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, 

masih perawan atau sudah janda.
6
 

 

B. Syarat-syarat Wali Nikah 

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
7
 Apabila tidak 

dipenuhi maka status pernikahnnya tidak sah. Wali didalam rukun perkawinan 

harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 

ayat (1) dinyatakan: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki 

                                                           
4
 Zahri Hamid, Beberapa Masalah Tentang Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

secara Sosiologi Hukum, cet.1 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), 29. 
5
 Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Kitab Fiqh Sunnah, terj. Achmad Zaeni Dachlan 

(Depok: Senja Media Utama, 2017), 390. 
6
 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 90. 

7
 Kompilasi Hukum Islam. 
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yang memenuhi syarat dalam hukum islam yakni muslim, berakal, dan 

dewasa”.
8
 

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali diantaranya:
9
 

1. Telah dewasa dan berakal sehat. Dalam arti anak kecil atau orang gila tidak 

berhak menjadi wali. 

2. Laki-laki.  

3. Muslim. Tidak sah orang yang bukan beragam islam menjadi wali untuk 

muslim. 

4. Merdeka 

5. Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya adalah bahwa orang yang 

berada dibawah pengampuan tidak cakap hukum. 

6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketentuannya 

tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 

maslahat dalam perkawinan tersebut. 

7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering 

terlibat dengan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan sopa santun. 

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
10

 

 Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa 

persyaratan wali nikah sebagai berikut : syarat-syarat wali ialah merdeka, 

berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat 

menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya 

                                                           
8
 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.1 (Surabaya: UINSA Press, 

2014), 58. 
9
 Arif Jamaluddin, Hadis Hukum Keluarga, cet.1(Surabaya: UIN SA Press, 2014), 60-61. 

10
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 78. 
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sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah 

beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang 

bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.
11

 Allah Swt berfirman 

dalam Quran Surat Al-Nisa ayat 141: 

                              

                              

                          

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi 

pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu 

kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut 

berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat 

keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut 

memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka 

Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah 

sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

memusnahkan orang-orang yang beriman”.
12

 

 

Selanjutnya pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Yang 

bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 

dalam hukum Islam yakni muslim, berakal, dan dewasa”
13

 begitupun pada 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat(2) Tentang 

Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwasannya, “Syarat Wali nasab 

sebagaimana yang terdapat pada ayat 1 ialah laki-laki, beragama islam, baligh, 

berakal, dan adil”.
14

 

 

                                                           
11

 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah 7, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT Alma‟arif), 11. 
12

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., 101. 
13

 Kompilasi Hukum Islam. 
14

 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. 
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C. Urutan Wali Nikah 

Ada beberapa urutan wali yang dapat bertindak sebagai wali nikah 

menurut Jumhur Ulama fikih antara lain sebagai berikut;
15

 

1. Ayah 

2. Ayahnya Ayah (kakek) terus ke atas 

3. Saudara laki-laki seayah seibu 

4. Saudara laki-laki seayah saja 

5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu 

6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sayah seibu 

8. Anak laki-laki dari anak laki-laki sudara laki-laki seayah 

9. Anak laki-laki no. 7 

10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya 

11. Sauadara laki-laki ayah, seayah seibu 

12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja 

13. Anak laki-laki no.11 

14. Anak laki-laki no. 12 

15. Anak laki-laki no. 13. dan seterusnya 

Singkatnya urutan wali adalah:  

1. Ayah seterusnya ketas 

2. Saudara laki-laki ke bawah 

3. Saudara laki-laki ayah ke bawah 

                                                           
15

 Selamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1, cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

90-91. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) merinci tentang urutan wali nikah, wali 

nasab itu terdiri dari empat kelompok, sedangkan urutan wali nasab sesuai 

kelompokanya dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) dapat dirinci sebagai 

berikut:
16

 

Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu: 

1. Ayah Kandung 

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki 

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandug atau seayah dan keturunan 

laki-laki mereka yaitu: 

1. Suadara laki-laki sekandung 

2. Saudara laki-laki seayah\ 

3. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

4. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

5. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

6. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

Ketiga: kelompok kerabat paman kandung seayah dan keturunan laki-laki 

mereka yaitu: 

1. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman) 

2. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 

3. Anak laki-laki paman sekandung 

4. Anak laki-laki paman seayah 

                                                           
16

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 118. 
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Keempat: kelompok saudara laki-laki sekandung seayah kakek dan keturunan 

mereka yaitu: 

1. Saudara laki-laki kakek sekandung 

2. Saudara laki-laki kakek seayah 

3. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung 

4. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah 

Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat (2) menyatakan: “apabila dalam 

satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak 

menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat 

derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita”. Ayat (3) menyatakan: 

“apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling 

berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya 

seayah. Ayat (4) menyatakan: “apabila dalam satu kelompok derajat 

kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama 

derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan 

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali”. 

Selanjutnya dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 

“apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memebuhi syarat 

sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, 

rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah 

yang lain menurut derajat berikutnya”. 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian adalah perwalian ijbar. Hak 

perwalian ini hanya dimiliki oleh para kerabat as}a>bah saja. Oleh karena itu, 
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hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan yang paling dekat. 

Dalam riwayat dari Ali ra yang mengatakan, “pernikahan dilalukan oleh wali 

as}a>bah.” Sebagaimana uturutan yang berikut ini: hubungan anak, kemudian 

hubungan bapak, kemudian hubungan saudara, kemudian hubungan paman, 

kemudian hubngan memerdekakan, dan kemudian imam dan hakim.
17

 

Madzab maliki berpendapat, ada wali ijbar, dan wali bukan ijbar. 

Perwalian ijbar dimiliki oleh salah satu dari tiga orang berdasarkan urutan ini:
18

 

1. Tuan yang merupakan pemilik meskipun Putri. Dia dapat memaksa budak 

Putrinya atau budak laki-lakinya untuk nikah, dengan syarat pernikahannya 

tidak mendatangkan keburukan kepada keduanya, seperti menikahi orang 

yang memiliki cacat, seperti penyakit kusta atau kusta. 

2. Bapak 

3. Orang yang diberikan wasiat oleh bapak ketika bapak tiada dengan tiga 

syarat, yaitu: 

a. Bapak telah menentukan suami kepada orang yang diwasiati, dengan 

berkata, “nikahkanlah dia dengan si fulan.” 

b. Jangan sampai maharnya kurang dari mahar mitsli  

c. Jangan sampai si suami adalah orang fasik 

Perwalian menurut mazhab Sha>fi‟i terbagi menjadi dua; wali mujbir dan 

bukan mujbir. Wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang ini; bapak, 

kakek, dan nasab ke atasnya, sedangkan wali yang bukan mujbir yaitu bapak, 

kakek, dan orang yang tidak memiliki hubungan kerabat „ashabah. 

                                                           
17

 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam 9 terj. Abdul H{ayyie al-Kattani cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 

2011), 188. 
18

 Ibid. 
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D. Macam-macam Wali Nikah 

Dalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali, yaitu: 

1. Wali Nasab 

Wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya 

hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqra>b 

dan wali ab‟ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).
19

 Wali nasab 

merupakan wali nikah yang memiliki hubungan keluarga calon pengantin 

perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman, 

serta keturunnya menurut garis patrilineal (laki-laki).
20

  

Jumhur ulama yang terdiri dari Sha>fi‟iyyah, 

H{ana>bilah,Z{a>hiriyah, dan Shi>‟ah Imamiah membagi ilmu itu kepada 

dua kelompok:
21

 

a. Wali dekat atau wali qarib; yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah 

kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap 

anak perempuan yang akan dinikahkannya. Ia dapat menikahkan anaknya 

yang masih berusia muda tanpa minta persetujuan dari anak tersebut. 

Wali dalam keadaan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidakharusan 

minta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang 

yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan 

persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat 

oleh ayah untuk menikahkan anaknya yang berkedudukan sebagai ayah. 

                                                           
19

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet.2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 85. 
20

 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, cet.1(Jakarta: PT Rhineka Cipta), 204. 
21

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 75. 
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Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke 

atas perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali 

mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali 

mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika 

penting untuk kebaikan putrinya.
22

 

Wali mujbir berlaku bagi orang-oranng yang tidak memilki 

kelayakan, seperti orang gila dan anak kecil yang belum dewasa dan 

berakal. (mumayyiz) Yang dimaksud wali mujbir adalah wali berhak 

mengakadkan pernikahan orang-orang yang berada dibawah 

perwaliannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. 

Akadnya juga berlaku bagi yang diwakilkan tanpa melihat ridha-

tidaknya.
23

 

Kebolehan wali mujbir ini dengan syarat-syarat:
24

 

1) Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu 

2) Jika mahar yang diberikan calon suami sebanding dengan kedudukan 

putrinya (mahar mithl) 

3) Jika tidak  dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan 

4) Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya 

dengan laki-laki (caloln suaminya) 

5) Jika putrinya tidak mengikrarkan ia tidak perawan lagi. 

b. Wali jauh atau wali ab‟ad; yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah 

dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, Karena anak menururt ulama 

                                                           
22

 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam..., 202. 
23

 Sayyid Sabiq, Ringkasan Fiqih Sunnah, cet 1 (Depok: Senja Media Utama, 2017), 292. 
24

 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam..., 202. 
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jumhur tidak boleh menjadi wali untuk ibunya dari segi dia adalah anak, 

bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia menikahkan 

ibunya sebagai wali hakim. 

Mengenai perpindahan urutan wali dari wali aqra>b dari yang dekat 

kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, tapi karena 

suatu hal, dianggap tidak ada, yaitu:
25

 

1) Wali aqra>b tidak ada sama sekali 

2) Wali aqra>b ada, tetapi belum baligh 

3) Wali aqra>b ada, tetapi menderita sakit gila 

4) Wali aqra>b ada, tetapi pikun karena tua 

5) Wali aqra>b ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya 

6) Wali aqra>b ada, tetapi tidak beragama islam sedang calon mempelai 

wanita beragama islam 

Adapun yang menjadi wali jauh atau wali ab‟ad ini secara berurutan 

adalah:
26

 

1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

3) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

4) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

5) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

6) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

7) Anak paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

                                                           
25

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., 88. 
26

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2003), 92-93. 
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8) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada, kalau tidak ada pindah kepada 

9) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum 

2. Wali Hakim  

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 

mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
27

  

3. Wali Tah}ki>m 

Wali tah}ki>m adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon 

istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tah}ki>m) adalah: calon suami 

mengucapkan tah}ki>m, kepada calon istri dengan kalimat, “Saya ngkat 

bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si....(calon istri) dengan 

mahar...dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.” Setelah 

itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu 

menjawab, “saya terima tahkim ini.”
28

 

Wali tah}ki>m terjadi apabila:
29

 

a. Wali nasab tidak ada; 

b. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta 

tidak ada wakilnya disitu, 

c. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR) 

4. Wali Maula> 

Wali maula> adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya 

majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada 

                                                           
27

 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Wali Hakim. 
28

 Selamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat..., 93. 
29

 Ibid. 
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dalam perwaliannya bilamana Putri itu rela menerimanya. Putri disini yang 

dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah 

kekuasaannya.
30

 

Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh, ia 

berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “Lebih dari seorang yang datang 

meminang saya. Kemudian Abdur Rahman bertanya, “Apakah berlaku juga 

bagi diri saya?” Ia menjawab, “Ya.” Lalu kata Abdur Rahman, “Kalau 

begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.”
31

 

Malik berkata, “Andaikata seorang janda berkata kepada walinya, 

nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan 

dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang 

bersangkutan, maka sah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak 

dikenal sebelumnya.” Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Lais, 

Sauri, dan Auza‟i.
32

 

Sha>fi‟i berkata, “Yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya 

yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk 

syarat pernikahan. Jadi, mempelai tidak boleh menikahkan dirinya sendiri 

bagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.
33

 

 

E. Wali Hakim dalam Pernikahan 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim 

                                                           
30

 Tihami, Fikih Munakahat  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 97-98. 
31

 Selamet Abidin, Aminudin, Fiqih Muna>kahat 1..., 93-94. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
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Dalam masyarakat indonesia, seringkali terjadi perkawinan antara 

seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dihadiri oleh wali nasab dari 

pihak mempelai perempuan. Ketidakhadiran wali tesebut, bisa jadi karena 

yang bersangkutan tidak menyetujui dilangsungkannya pernikahan, atau 

bertempat tinggal di luar negeri atau luar daerah sehingga sulit menghadiri 

pernikahan tersebut atu karena sebab lain. Agar pernikahan tersebut dapat 

berlangsung, maka pihak mempelai wanita menunjuk wali hakim dari 

kalangan pegawa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh 

pemerintah, atau wali muhakkam dari tokoh masyarakat atau ulama 

setempat.
34

 

Jauh sebelum kompilasi hukum Islam tersusun seperti sekarang 

masalah wali hakim pernah menjadi bahan perdebatan. Hal ini bermula dari 

sebuah hadis „Aisyah ra, bahwa sult}an adalah wali bagi wanita yang tidak 

memilki wali. Secara bahsasa sult}an artinya raja atau penguasa, atau 

pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersesbut diartikan hakim, 

atau meminjam tern yang digunakan Sayid Sabiq adalah Qad}i atau hakim 

sekarang. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Urusan (KUA) 

Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak menjadi wali 

hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali 

atau walinya ad}al.
35

 

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Orang-orang yang 

berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah, (pemimpin), dan 

                                                           
34

 Hamdan Rasyid, Fikih Indonesia, cet.1 (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), 193. 
35

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., 89. 
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Penguasa, atau qad}i nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk 

menikahkan wanita yang berwali hakim.
36

 

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 aayt (1) 

menyebutkan: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 

Indonesia atau di luar negeri/di luarwilayah teritorial Indonesia, tidak 

mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi 

syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau ad{al, maka pernikahannya 

dilangsungkan oleh wali hakim”, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan: 

“Khusus untuk menyatakan ad{al wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar‟iyah yang mewilayahi tempat tinggal calonmempelai wanita”
37

 

Dalam pengertian lain wali hakim adalah pejabat yang di angkat oleh 

pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali 

nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau yang akan menikah itu 

berselisih paham denngan walinya
38

 

Rasulullah Saw bersabda: 

ِلَكَلَِِّلهَُ. 39فاَالشُّل طاَفُِكَلُِِّمَن 
 

 

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang 

tidak ada walinya.”  

 

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Kepala 

pemerintahan ٌسُلْطَان, Khalifah (pemimpin), Penguasa ٌرَئِيْس atau qad{i nikah 

                                                           
36

 Arif Jamaluddin, Hadis Hukum Keluarga..., 59. 
37

 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. 
38

 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet.1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 216. 
39

 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, jilid II (Da>r al-Kutubi al-„Ilmi>yah,), 229. 
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yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang 

berwali hakim.
40

 

Untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang sah atau 

tidaknya pernikahan yang dilangsungkan oleh wali hakim atau 

mu>h}akkam, maka MUI Propinsi DKI Jakarta memfatwakan tentang 

pengangkatan wali hakim (mu>h}akkam), sebagai berikut:
41

 

a. Bahwa pernikahan yang sah menurut shari>‟at al-Isla>m, adalah 

pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan shari>‟at al-Isla>m dengan 

menulis syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan yang telah disebutkan 

dalam kitab-kitab fikih. Seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dan 

dua orang saksi yang beragam Islam, dan bersifat adil, serta i>ja>b 

qabu>l. Disamping itu, harus dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Bahwa pernikahan harus dihadiri oleh wali dan kedua orang saksi laki-

laki yang adil. Jika memungkinkan, yang menjadi wali pernikahan adalah 

wali nasab, yaitu; ayah kandung, atau kakek, atau saudara laki-laki 

mempelai Putri.  

c. Jika wali nasab menolak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-

laki yang kafa‟ah, atau tidak bisa menghadiri pernikahan karena 

bertempat tinggal di luar negeri atau luar daerah atau karena sebab lain, 

maka untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pernikahan, 

                                                           
40

Selamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1..., 92. 
41

 Fatwa Nomor: 18/fatwa/MUI-DKI/II/2000 ini merupakan penyempurnaan Fatwa MUI DKI 

Jakarta tentang Wali Muhakkam, tanggal 18 Syawwal 1401 H/18 Agustus 1981 M. 
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mempelai wanita dapat menunjuk wali hakim dari kalangan pegawai 

Kantor Urusan Agma (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini 

didasarkan pada hadis shahih yanng diriwayatkan Imam Tirmidzi dari 

„Aisyah Ra. Sebagai berikut:  

ِلَكَلَِِّلهَُ. 42فاَلشُّل طاَفُِكَلُِِّمَن 
 

 

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang   

tidak ada walinya.”  

 

d. Sepanjang masih ada wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan 

Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita 

tidak boleh menunjuk Wali Muhakkam dari tokoh masyarakat atau ulama 

setempat. Sebab jika hal itu diperbolehkan, maka akan mebuka pintu 

terjadi perkawinan dibawah tangan yang tidak tercatat, sehingga 

mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan 

anak-anak keturunan mereka. 

e. Jika wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) 

yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan pernikahan, atau 

memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas waktu yang wajar 

sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang bersangkuta, maka 

mempelai wanita boleh menunjuk Wali Muhakkam dari tokoh 

masyarakat atau ulama setempat. 

2. Sebab-sebab Pernikahan dengan Wali Hakim 

Peralihan hak wali dari ayah kepada yang lain ada dua kemungkinan. 

Kemungkinan pertama beralih kepada kakek dan seterusnya menurut garis 

                                                           
42

 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud..., 229. 
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keturunan lurus ke atas yang beralih selanjutnya kepada sanak keluarga lain 

ditetapkan dengan urutannya, sedangkan kemungkinan yang kedua adalah 

beralih kepada wali hakim. 
43

 

Kemungkinan beralih pada wali hakim ditentukan apabila seluruh 

urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada, atau masih ada tapi pada urutan 

paling dekat dari jajaran wali nasab ternyata terdapat mani‟ (halangan) 

untuk melaksanakannya, sementara aturan keberalihan hak yang ditentukan 

nyatanya belum terwujud. Sebagai gambarannya dengan semisal berikut: 

Anda adalah orang yang menjadi wali dengan kedudukan sebagai saudara 

mempelai Putri, lebih dekat dengan pamannya. Bila anda mempunyai mani‟ 

karena dipenjarakan yang tidak mungkin bertindak melaksanakan hak Anda 

sebagai wali, hak walinya tidak beralih kepada paman, tetapi yang bertindak 

selaku wali nikah harus wali hakim. Halangan lain yang menjadikan wali 

hakim harus bertindak sekalipun urutan wali nikah masih ada yaitu bila wali 

terdekat sedang ihram haji, atau ternyata membangkang untuk menikahkan. 

Wali yang membangkang dihukumi sebagai wali ad}}al. Bisa juga mani‟ 

lain lagi yaitu wali itu sendiri justru yang berhak menjadi mempelai lelaki 

yang nikah dengan perempuan dibawah walinya itu.
44

 

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam 

kondisi-kondisi sebagai berikut: tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat-

syarat pada wali aqra>b atau wali ab‟ad, wali aqra>b dipenjara dan tidak 

bisa ditemui, wali aqrabnya ad}al, wali aqra>bnya sedang melakukan ihram, 

                                                           
43

 Achmad Kuzari, Nikah sebagai perikatan, cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 42. 
44

 Ibid. 
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wali aqra>bnya berbelit-belit (mempersulit), wali aqra>bnya sendiri yang 

akan menikah, wanita yang dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali 

mujbir tidak ada dan lain-lain.
 45 

Selanjutnya dalam buku Hukum Islam di Indonesia karangan Achmad 

Rofiq dijelaskan mengenai perpindahan urutan wali nasab pada wali hakim, 

sebagai berikut: wali aqra>b atau wali ab‟ad tidak ada sama sekali, wali 

aqra>b ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqra>b 

yang sederajat (sama-sama anak paman sudah tidak ada), wali aqra>b ada, 

tetapi sedang ihram, wali aqra>b ada tetapi menderita sakit pitam, wali 

aqra>b ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai, wali 

aqra>b ada tetapi bepergian jauh sejauh yang membolehkan shalat qasar, 

wali aqra>b ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya (adhal), calon 

mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau 

kakeknya) sudah tidak ada lagi.
 46 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali 

Hakim Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, bahwa “Bagi calon mempelai wanita 

yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luarwilayah 

teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali 

nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqu>d, atau berhalangan, atau 

ad}al, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”.
47

 Selanjutnya 

dalam Kompilasi Hukum pasal 23 Ayat (1) juga telah menyatakan 

bahwasannya Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 

                                                           
45

 Arif Jamaluddin, Hadis Hukum Keluarga..., 59. 
46

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., 88. 
47

 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. 
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wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak 

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ad}al atau enggan.
48

 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan 

Perkawinan tepatnya pada pasal 12 ayat (3), bahwa wali hakim dapat 

bertindak sebagai wali apabila:
49

wali nasab tidak ada, walinya ad}al, 

walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan 

karena dalam masa tahanan; atau, wali nasab tidak ada yang beragama 

Islam.
 50

 

 

                                                           
48

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 119. 
49

 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. 
50

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia.., 88. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA 

GUNUNG ANYAR 

 

A. Demografi KUA Kecamatan Gunung Anyar 

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Gunung Anyar 

Kantor Urusan Agama kecamatan (KUA) Gunung Anyar berdiri sejak 

1994, bisa dilihat pada dokumen akta nikah yang tersimpan rapi di ruang 

arsip. KUA Gunung Anyar berdiri karena pemekaran wilayah Kecamatan 

Rungkut, yang pada saat itu Kecamatan Rungkut meliputi Rungkut, 

Tenggilis, dan Gunung Anyar. Gunung Anyar sendiri berlokasi di ujung 

timur dan ujung selatan kota Surabaya dan berbatasan langsung dengan kota 

Sidoarjo. Luas wilayahnya sendiri kurang lebih 9.00 km.
1
 

Geografis dari kecamatan gunung anyar sendiri adalah pesisir pantai 

dengan pekerjaan masyarakatnya yang rata-rata bekerja sebagai petani 

ataupun nelayan, dengan kondisi sosial masyarakatnya tergolong menengah 

kebawah. Begitu banyak sekali pengembangan infrastruktur yang terjadi 

entah itu pembangunan perumahan, atau gedung-gedung perkantoran serta 

apartement yang berakibat langsung kepada masyarakat gunung anyar 

sendiri, disamping itu secara berangsur-angsur bertambah pertumbuhannya 

dan lebih cepat mobilitas sosialnya karena pengaruh urbanisasi sehingga 

problem sosial ekonomi, politik dan budaya lebih kompleks.2 

                                                           
1
 Mastur Musyafak, Wawancara, KUA Kecamatan Gunung Anyar 29 Oktober 2018. 

2
Ibid. 
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Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 

2012 disebutkan bahwa Kantor  Urusan  Agama  yang  selanjutnya  

disingkat  KUA  adalah  Unit Pelaksana  Teknis  Direktorat  Jenderal  

Bimbingan  Masyarakat  Islamyang  bertugas  melaksanakan  sebagian  

tugas  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan 

agama Islam. KUA sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  berkedudukan  

di  wilayah kecamatan.
3
 

Selanjutnya pada Pasal 2 juga disebutkan bahwasannya Dalam 

melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  ayat  (1) KUA 

menyelenggarakan fungsi: 
4
 

a. Pelaksanaan  pelayanan,  pengawasan,  pencatatan,  dan  pelaporan  

nikahdan rujuk;  

b. Penyusunan  statistik,  dokumentasi  dan  pengelolaan  sistem  informasi 

manajemen KUA;  

c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;  

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;  

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;  

f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta  

g. Penyelenggaraan  fungsi  lain  di  bidang  agama  Islam  yang  ditugaskan 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gunung Anyar 

                                                           
3
 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012. 

4
 Ibid. 
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Dalam beberapa tahun menjabat tentu saja kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) di kecamatan gunung anyar harus merelakan kepindahan 

tugasnya di kecamatan lain juga. Adapun Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) kecamatan gnung anyar yang pernah menjabat dari masa ke masa 

adalah sebagai berikut: Slamet Riadi. SH (1999 – 2004), H. Abd. Wachid, 

S.Ag (2004 – 2006), Drs. Sirman G, MHI (2006 – 2010), H.Moh. Ali, 

S.Ag,MHI (2010 – 2012), Ahmad Aziz, S.Sos (2012 – 2014), Agus 

Muhtamii, S.Ag, M.Ag (2014 – 2016), Mastur Musyafak, SHI, M.Ag (2016 

– Sekarang).
5
 

Adapun struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Gunung Anyar adalah sebagai berikut:6  

a. Kepala KUA Mastur Musyafak, S.HI, M.Ag 

b. Staff Tata Usaha: Aminah Sasmita Rahayu, S.Pdi, Juju Juariah, S.HI 

c. Staff Penyuluh: Muhammad Amari M.Pd, Muiyasih, S.Ag 

3. Kepaniteraan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar 

Dalam Praktiknya, KUA Kecamatan Gunung Anyar telah mengurusi 

berbagai macam urusan keagamaan, seperti pencatatan pernikahan, 

pencatatan rujuk, pembuatan akta ikrar wakaf, zakat, pembuatan sertifikat 

ikrar muallaf, pembinaan manasik haji, pembinaan dan pengembangan 

keluarga sakinah (BP4) dll. Namun yang paling menonjol di KUA Gunung 

Anyar ini adalah mengurusi pencatatan pernikahan, dan bimbingan 

Keluarga Sakinah oleh para Penyuluh Agama Islam.  

                                                           
5
 Mastur Musyafak, Wawancara, KUA Kecamatan Gunung Anyar 29 Oktober 2018. 

6
 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 

 

 

 

B. Pelaksanaan Pernikahan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gunung Anyar 

Kota Surabaya 

 
1. Deskripsi Kasus Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA 

Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya 

 
Kasus pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir 

setelah perceraian ini bermula ketika itu pada tanggal 08 Agustus 2018 ada 

salah satu calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. 

Sebelum melangsungkan pernikahan, calon mempelai terlebih dahulu harus 

melengkapi data-data atau berkas persyaratan. Dalam Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa 

pencatatan pernikahan dalam akta pernikahan dlaksanakan melalui tahapan:
7
 

a. Pendaftaran kehendak pernikahan; 

b. Pengumuman kehendak pernikahan; 

c. Pelaksanakan kehendak pernikahan; dan 

d. Penyerahan buku pencatatan pernikahan. 

Setelah melengkapi berkas-berkas, kedua mempelai akan dipanggil 

pada hari yang lain untuk melaksanakan pemeriksaan nikah (rafa‟). Pada 

pemeriksaan pernikahan (rafa‟) sering kali terjadi hal-hal yang 

menimbulkan permasalahan, biasanya yang paling sering terjadi adalah 

kasus mengenai wali dalam pernikahan. Banyak sekali sebenarnya 

problematika tentang wali dalam pernikahan pada masyarakat baik itu 

                                                           
7
 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. 
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pindahnya hak perwalian ke wali hakim atau masalah ad}alnya wali. Salah 

satu contoh kasus yang penulis temui saat melakukan penelitian di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar adalah perpindahan dari 

wali nasab ke wali hakim. 

Kasus pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Gunung Anyar terjadi karena calon mempelai putri lahir setelah 

perceraian. Ketika itu cerita bermula pada saat kedua calon mempelai 

melakukan proses rafa‟, calon mempelai putri yang diketahui bernama Diah 

dan calon mempelai laki-laki yang bernama Edi. Kepala KUA Gunung 

Anyar pada saat itu memeriksa dokumen atau berkas yang mejadi 

persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dari kedua calon mempelai 

mendapati berkas-berkas persyaratan nikah yang tidak sesuai dengan syarat 

sah menjadi wali nikah. Pertama, ada informasi akta cerai yang dilampirkan 

disitu cerai orangtuanya Diah atau calon mempelai perempuan pada tanggal 

31 januari tahun 1978 tapi akta kelahiran dari Diah menunjukkan ia lahir 

pada tanggal 9 Agustus tahun 1979. Pertanyaannya adalah ketika sudah 

keluar akta cerai pada tahun 1978 kenapa bisa anak tersebut (Diah) lahir 

pada tahun 1979 padahal secara fakta dan bukti yang ada kedua orangtua 

dari Diah atau calon mempelai perempuan secara sah dan meyakinkan 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa statusnya adalah bukan 

suami istri.
8
 

                                                           
8
 Mastur Musyafak, Wawancara, KUA Kecamatan Gunung Anyar 29 Oktober 2018. 
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Sebelum proses rafa‟ berlangsung calon mempelai perempuan berniat 

menikah dengan menggunakan wali nasab yakni ayahnya sendiri, tapi saat 

Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar mendapatkan suatu hal yang ganjil 

dari akta kelahiran dan akta nikah kedua orangtuanya, barulah kedua 

orangtua calon mempelai Putri ini bercerita tentang kebenaran yang terjadi 

semasa hidup mereka.
9
 

Ketika itu kedua orangtua calon mempelai perempuan menceritakan 

dahulu mereka pernah menikah beberapa tahun lamanya dan telah 

mempunyai dua anak dari hasil pernikahnnya, awalnya kehidupan rumah 

tangga yang mereka jalani berjalan dengan harmonis dan hampir tidak ada 

pertengkaran yang terjadi, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga 

yang keduanya bangun mulai menunjukkan pertengkaran-pertengkaran yang 

membuat keduanya menyerah dan akhirnya bercerai. Pada tanggal 31 

Januari 1978 keduanya secara resmi bercerai dengan mendapat akta cerai 

dari negara. Ketika itu kesalahan yang mereka lakukan adalah dengan tetap 

tinggal satu rumah dengan keluarganya yang lain.  

Menurut penelusuran penulis kedua orangtua Diah tidak ada yang 

bercerita mengenai perceraiannya kepada keluarga yang bersangkutan 

sehingga dari pihak keluarga tidak ada yang mengetahui sama sekali 

perceraian keduanya. Karena sering tinggal bareng membuat kedua orangtua 

Diah lupa akan status mereka yang resmi bercerai dan akhirnya melakukan 

                                                           
9
 Ibid. 
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sebuah hubungan sebagaimana halnya pasangan suami isteri hingga 

melahirkan anak perempuan, yakni Diah atau calon mempelai perempuan.10 

Pada saat melahirkan Diah juga dari pihak keluarga tidak ada yang 

mengetahui status anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua 

orangtuanya, karena yang pihak keluarga ketahui hanya orangtua dari calon 

mempelai perempuan ini masih menikah dan status pernikahannya masih 

sah. Hal ini terjadi selama 36 tahun yakni terhitung sejak perceraian yang 

terjadi tahun 1978 sampai rujuk tahun 2015, mereka baru menyadari bahwa 

ada yang salah dari status pernikahannya, hingga kemudian tahun 2015 

memutuskan untuk membangun rumah tangga kembali dengan menikah di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar dan pada tahun 

yang sama yakni tahun 2015 mereka baru bisa membuat akta kelahiran 

Diah, karena  untuk bisa memperoleh akta kelahirannya Diah atau calon 

mempelai Putri biasanya harus ada bukti buku kutipan nikah.
11

 

Ketika kepala KUA Gunung Anyar menanyakan perihal apakah 

keduanya pernah rujuk secara islam, mengingat ketika keduanya melakukan 

rujuk secara islam status dari calon mempelai perempuan menjadi anak sah 

secara islam, walaupun tidak sah secara negara karena belum melakukan 

pernikahan yang sah di mata hukum positiv. Adapun jawaban dari kedua 

orangtua calon mempelai perempuan adalah mereka tidak tahu menahu 

mengenai rujuk dalam islam, keduanya tidak memahami jika rujuk secara 

                                                           
10

 Ibid.  
11

 Ibid. 
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islam bisa dilakukan tanpa perkataan secara langsung, rujuk bisa juga 

dengan s}arih{. 

 Pada saat melakukan rafa‟ hanya dihadiri ayah dan ibu dari mempelai 

laki-laki dan perempuan, jadi untuk masalah kapan keluarga besar dari 

kedua orangtua Diah atau calon mempelai perempuan mengetahui fakta 

yang terjadi sesungguhnya yakni ternyata Diah selaku calon mempelai 

perempuan lahir diluar pernikahan dari kedua orangtuanya, kepala KUA 

tidak sebegitu mengerti sedetail itu dan hal ini merupakan urusan pribadi 

dari keluarga Diah atau calon mempelai perempuan.
12

 Selanjutnya saat 

kepala KUA menanyakan kepada kedua orangtua Diah kenapa pembuatan 

akta kelahiran baru dibuat pada tahun 2015 sedangkan akta kelahiran 

merupakan hal yang penting mengingat jika kita mendaftar sekolah pastinya 

membutuhkan akta kelahiran, yang kemudian dijawab oleh orangtua Diah 

bahwasannya tempat tinggal mereka di desa dan tempat Diah menempuh 

pendidikan sekolah dasar (SD) didesa yang membuat akta kelahiran tidak 

sebegitu diperlukan karena pada saat itu juga masih tahun 1979. 
13

 

Pada saat itu karena ketidaktahuan mereka mengenai peraturan yang 

menjelaskan seberapa pentingnya status pernikahan serta keluguan mereka 

yang tidak menyadari akan ketidakjelasan status dari anak mereka yakni 

Diah selaku calon mempelai perempuan, oleh karena itu baru pada tahun 

2015 mereka melaksanakan pernikahan kembali guna memperbaiki status 

pernikahan mereka serta status anak mereka yakni Diah, karena status yang 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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jelas itu sangat dibutuhkan pada akhirnya untuk memperoleh payung hukum 

di negara kita.  

2. Pertimbangan KUA Kecamatan Gunung Anyar terhadap Pelaksanaan 

Pernikahan dengan Wali Hakim karena alasan calon mempelai putri lahir 

setelah perceraian. 

 
Dalam menetapkan pertimbangan pada kasus wali hakim karena alasan 

calon mempelai putri lahir setelah perecraian, tentu saja kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar memikirkan secara matang 

pertimbangan apa yang akan dipakai dalam kasus ini. Pada saat ditemui ketika 

wawancara kepala (KUA) Kecamatan Gunung Anyar mengatakan 

bahwasannya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 

Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama  Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 

Pencatatan Perkawinan, lalu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 

2005, serta Kompilasi Hukum Islam belum secara jelas menjawab kasus yang 

terjadi.
14

 

Kepala KUA kecamatan gunung anyar menjelaskan pada peraturan-

peraturan yang ada hanya menyebutkan kata “tidak ada wali nasab” sedangkan 

melihat fakta yang terjadi calon mempelai perempuan masih mempunyai wali 

nasab yakni ayahnya. Kepala KUA sekaligus penghulu yang menikahkan 

mengatakan “saat pertamakali mendaftarkan pernikahan mereka menggunakan 

wali nasab, namun tentu saja pada saat rafa‟ berlangsung yang ketika itu kami 

menemukan ada yang ganjal, dan kami melihat di akta cerai lalu akta kelahiran 

anaknya, tentu saja kami menanyakan kepada yang besangkutan perihal apa 

                                                           
14

 Ibid. 
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yang terjadi, dan mereka bercerita tentang perjalanan panjang hidupnya sampai 

akhirnya mereka rujuk kembali. Kemudian dengan prosedur yang ada karena si 

ayah dari Diah tidak memenuhi persyaratan wali nasab, maka kami putuskan 

untuk menggunakan wali hakim”15 

Saat itu kepala KUA kecamatan gunung anyar menjelaskan bahwa 

penujukkan wali hakim dalam kasus tersebut mengambil penafsiran dari kata-

kata “tidak ada wali nasab” yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama  

Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, lalu pada Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, serta Kompilasi Hukum Islam, dari 

sini kepala Kantor Urusan Agama memberikan artian bahwa anak yang lahir 

diluar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya, artinya nasab anak tersebut terputus pada ayahnya dan keluarga 

ayahnya dan itu berarti hak perwalian ayahnya pun terputus.
16

 

Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar menyebut bahwa kasus 

pernikahan dengan wali hakim karena alasan calon mempeai perempuan lahir 

setelah perceraian dapat juga disebut dengan anak luar nikah atau anak zina. 

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga 

hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi 

juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.17 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa Anak yang 

sah adalah :  

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Mahjudin, Masail Fiqhiyah  (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), 79. 
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1. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;  

2. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri 

tersebut. 

Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah (diluar 

pernikahan), maka ia bisa disebut sebagai anak luar kawin (anak alam). 

Sebagai akibatnya ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan 

hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan Hukum Islam. Namun demikian Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai 

anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. 

Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini, timbul hak dan kewajiban 

timbal balik antara anak dan orangtuanya. 
18

 

Mengenai urutan perwalian sendiri telah diatur bahwasannya laki-laki dari 

garis lurus ayahnya, oleh karena itu mengapa pernikahan pada kasusnya Diah 

tidak dilaksanakan dengan wali nasab selain ayahnya, padahal disitu ada 

paman dan keluarga lainnnya, karena memang nasabnya Diah terhadap 

ayahnya sudah terputus dan memang seharusnya menggunakan wali hakim. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merinci tentang urutan wali nikah, wali nasab 

itu terdiri dari empat kelompok, sedangkan urutan wali nasab sesuai 

kelompokanya dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) dapat dirinci sebagai 

berikut:
19

 

Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu: 

                                                           
18

 Ali Mohtarom, Jurnal Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan 

Hukum Positif , No. 2, Vol. 3, 199. 
19

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 118. 
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1. Ayah Kandung 

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki 

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandug atau seayah dan keturunan 

laki-laki mereka yaitu: 

1. Suadara laki-laki sekandung 

2. Saudara laki-laki seayah\ 

3. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

4. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

5. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

6. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

Ketiga: kelompok kerabat paman kandung seayah dan keturunan laki-laki 

mereka yaitu: 

1. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman) 

2. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 

3. Anak laki-laki paman sekandung 

5. Anak laki-laki paman seayah 

Keempat: kelompok saudara laki-laki sekandung seayah kakek dan keturunan 

mereka yaitu: 

1. Saudara laki-laki kakek sekandung 

2. Saudara laki-laki kakek seayah 

3. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung 

4. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah 
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Selain mengambil dasar pada hukum positif Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gunung Anyar juga memberikan pertimbangan dalam hadis 

Nabi Saw dari Aisyah Ra menurut Riwayat empat Perawi hadis selain al-

Nas‟ai yang mengatakan: 

ِلَِ تَجَرُك اِفاَِلسُّل طاَفُِكَلُِِّمَن  كَلَِِّلَهُِفإَِفِِاش   

“Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi Putri yang 

tidak lagi mempunyai wali.” 

 

Adapun yang dimaksud tidak mempunyai wali disini bukan berarti dia 

tidak memiliki wali nasab, namun karena dalam kasus Diah memang 

disamakan dengan anak luar nikah atau anak hasil zina dimana nasab dari anak 

zina ini hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan wali pernikahan 

itu sendiri menggunakan garis nasab dari ayahnya dan keluarga ayahnya. Itulah 

mengapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan wali hakim 

dalam pelaksanaan pernikahan pada kasus Diah tersebut.  

Pada waktu itu semua berkas-berkas yang menjadi syarat kehendak nikah 

telah terpenuhi dan yang menjadi kendala hanya masalah tidak terpenuhinya 

syarat-syarat menjadi wali, maka dengan tidak melanggar ketentuan hukum 

Islam serta peraturan-peraturan yang ada, Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gunung Anyar melakukan perpindahan wali dari wali 

nasab kepada wali hakim. Wali Hakim sendiri adalah Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai 

wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
20

  

 

 

                                                           
20

 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. 
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BAB IV 

ANALISIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM 

KARENA CALON MEMPELAI PUTRI LAHIR SETELAH PERCERAIAN 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA GUNUNG ANYAR 

 

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA terhadap Pernikahan dengan Wali 

Hakim karena alasan Calon Mempelai Putri Lahir Setelah Perceraian di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar 

 
Bahwasannya kepala KUA Gunung Anyar telah berusaha mengupayakan 

agar pernikahan tersebut tetap menggunakan wali nasab dengan menanyakan 

perihal apakah keduanya pernah rujuk secara islam, mengingat ketika 

keduanya melakukan rujuk secara islam status dari calon mempelai perempuan 

menjadi anak sah secara islam, walaupun tidak sah secara negara karena belum 

melakukan pernikahan yang sah di mata hukum positiv. Adapun jawaban dari 

kedua orangtua calon mempelai perempuan adalah mereka tidak tahu menahu 

mengenai rujuk dalam islam, keduanya tidak memahami jika rujuk secara 

islam bisa dilakukan tanpa perkataan secara langsung, rujuk bisa juga dengan 

s}arih{. 

Setelah melihat wawancara dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Gunung Anyar, bahwa pertimbangan yang dipakai dalam 

perundanng-perundangan sebenarnya belum bisa menjawab permasalahan yang 

terjadi, karena dalam perundangan-undangan sendiri hanya menyebutkan kata 

“tidak mempunyai wali nasab” tanpa menafsirkan lebih detail lagi makna 

“tidak mempunyai wali nasab”, bisa jadi jika ditafsirkan akan mempunyai dua 

makna, yang pertama wali nasabnya benar-benar tidak ada/meninggal, yang 
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kedua tidak ada wali nasab dikarenakan anak tersebut lahir diluar perkawinan 

yang sah dan mengharuskannya nasab yang dia peroleh hanya kepada sang ibu, 

seperti kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung 

Anyar.  

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 

ayat (4) menyebutkan “bahwasannya  Kepala KUA  kecamatan  ditunjuk  

menjadi  wali hakim,  apabila  calon isteri  tidak mempunyai  wali  nasab,  wali  

nasabnya  tidak  memenuhi  syarat,  berhalangan  atau ad{al”. Selanjutnya 

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor  19 Tahun 2018  

Tentang  Pencatatan Perkawinan yang terbaru juga menyebutkan perihal wali 

hakim, yakni “bahwa Kepala  Kantor Urusan Agama  Kecamatan  ditunjuk 

menjadi wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, tidak 

diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan karena masa tahanan, wali 

nasab tidak beragama islam, wali nasabnya berhalangan atau ad{al”.  

Dalam kedua Peraturan Menteri Agama tersebut hanya menyebutkan 

Kepala  Kantor Urusan Agama  Kecamatan  ditunjuk menjadi wali hakim 

apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, sedangkan dalam kasus yang 

penulis tulis wali nasab dari calon mempelai perempuan masih hidup dan 

bahkan hadir pada saat rafa‟ berlangsung, jadi bisa disimpulkan pemakaian 

kata tidak mempunyai wali nasab belum bisa menjawab permasalahan dari 

kasus tersebut, karena memang wali nasab masih ada. Selanjutnya dalam 

Peraturan Menteri Agama tersebut menyebutkan, wali nasab tidak diketahui 

keberadaannya, wali  nasabnya  tidak  memenuhi  syarat, wali nasab tidak 
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dapat dihadirkan karena masa tahanan, wali nasab tidak beragama islam, wali 

nasabnya berhalangan atau ad{al, hal tersebut tentunya belum bisa dijadikan 

acuan dasar hukum perpindahan dari wali nasab ke wali dalam kasus Diah ini. 

Pertama, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, dalam kasus ini wali 

nasab dari calon mempelai bahkan hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang 

dilaksanaan oleh KUA Kecamatan Gunung Anyar. Kedua, wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat, dalam peraturan yang ada syarat-syarat wali nikah hanya 

menyebutkan laki-laki, beragama lslam, baligh berumur sekurang-kurangnya 

19 tahun, berakal, merdeka, dapat  berlaku  adil. Ketiga, wali nasab tidak dapat 

dihadirkan karena masa tahanan, sedangkan dalam kenyataannya wali nasab 

dari calon mempelai perempuan tidak dalam penahanan. Keempat, wali nasab 

tidak beragama islam, ini juga bukan termasuk karena wali nasab dari calon 

mempelai perempuan beragama islam. Kelima berhalangan atau ad{al, 

kenyataannya wali nasab calon mempelai perempuan ada ditempat dan tidak 

berhalangan. 

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali 

Hakim menyebutkan bahwasannya, bagi calon mempelai wanita yang akan 

menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial 

Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau ad{al, maka 

pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. kemudian pada Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tersebut juga menjelaskan hal yang 

sama seperti PMA No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 
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ayat (3), dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan 

Nikah pasal 18 ayat(4 ), dalam hal demikian belum terdapat titik terang yang 

dapat diambil untuk dijadikan bahan pertimbangan Kepala KUA Kecamatan 

Gunung Anyar dalam menyelesaikan kasus tersebut. 

Perlu diketahui sebelumnya jika kita melihat kasus tersebut dari awal 

mengenai status dari calon mempelai perempuan yang merupakan anak hasil 

luar nikah, perlu kita pahami juga bahwa dalam Undang-undang yang ada di 

negara kita menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah 

hanya mempunyai nasab pada ibunya. 

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selanjutnya didalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga menyebutkan sama hal nya dengan 

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yakni menyatakan bahwa “Anak 

yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”. Selanjutnya dalam persoalan ini mengapa tidak meminta 

penetapan pengadilan terlebih dahulu, apa yang membuat kepala KUA teguh 

pada pendiriannya bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim. 

Dalam hal penetapan pengadilan untuk permasalahan wali hakim, pada 

pasal 12 ayat (4) hanya menyebutkan “wali ad}al sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau mahkamah 

syariah”, sedangkan pada kasus yang terjadi di KUA Gunung Anyar bukanlah 
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persoalan ad}al wali jadi penetapan pengadilan atau mahkamah syariah tidak 

bisa dipakai. 

Pada kasus yang dialami oleh Diah, apakah boleh pernikahan tersebut 

tetap dilakukan dengan wali nasab lain, mengingat dari pihak keluarga Diah 

masih mempunyai kakek. Bahwasannya hal demikian kita lihat terlebih dulu 

kasus yang terjadi, jika saja mbak Diah atau calon mempelai Putri lahir dalam 

perkawinan yang sah, artinya mbak Diah atau calon mempelai Putri bukan 

anak hasil zina atau lahir diluar perkawinan maka bisa saja digantikan oleh 

kakek dari ayahnya. Namun, melihat kenyataan bahwasannya mbak Diah atau 

calon mempelai perempuan lahir diluar perkawinan maka seperti yang telah 

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga menyebutkan sama 

hal nya dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yakni menyatakan 

bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 

ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah diuji materi 

menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan 

tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya 

melalui ibu biologisnya” yang kemudian akibat dari pengakuan dan 

pengesahan anak tersebut, maka timbul hak dan kewajiban timbal balik antara 

anak dan orangtuanya. Adapun yang dimaksud timbul hak dan kewajiban itu 

hanya menyangkut tanggungjawab misalnya berupa penghidupan untuk 
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anaknya berupa nafkah, dan lain sebagainya, sedangkan untuk masalah nasab 

tetap pada ibunya dan keluarga ibunya saja. 

Dengan demikian nasab Diah atau calon mempelai perempuan kepada 

ayahnya dan keluarga ayahnya telah terputus, karena melihat dari urutan 

perwalian dalam pernikahan itu ialah laki-laki dari garis keturunan ayahnya, 

itulah sebabnya mbak Diah atau calon mempelai Putri menggunakan wali 

hakim dalam pernikahannya dikarenakan dia lahir setelah perceraian kedua 

orangtuanya. adapun kasus pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena 

alasan calon mempelai perempuan lahir setelah perceraian menurut penulis 

dapat pula disamakan dengan kasus anak zina, yang artinya anak yang lahir 

diluar pernikahan yang tidak sah kedua orangtuanya, seandainya pernikahan 

dalam kasus ini di nikahkan dengan menggunakan wali nasab, maka bisa 

diajukan pembatalan pernikahan karena wali nasabnya tidak sesuai dengan 

semestinya, maka penggunaan Pernikahan dengan Wali Hakim oleh Kepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar ini sudah di rasa 

tepat oleh penulis mengingat kasus yang terjadi adalah lahir diluar pernikahan 

yang sah menurut islam dan undang-undang yang bisa juga sebut sebagai anak 

zina dimana nasab dari anak zina atau anak luar perkawinan hanya mempunyai 

nasab dari ibunya dan keluarga ibunya, secara otomatis perwalian pernikahan 

yang seharusnya ada pada ayahnya dan keluarga ayahnya secara otomatis juga 

terputus karena sebab hal tersebut. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa Anak yang 

sah: 
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1. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;  

2. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri 

tersebut. 

Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah (diluar 

pernikahan), maka ia bisa disebut sebagai anak luar kawin (anak alam). 

Sebagai akibatnya ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan 

hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan Hukum Islam. Namun demikian Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai 

anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. 

Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini, timbul hak dan kewajiban 

timbal balik antara anak dan orangtuanya. 
1
 

Menteri Agama RI menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 

Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Pulau Jawa dan Madura, dan Peraturan 

Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Pulau 

Jawa dan madura. Dalam kedua peraturan tersebut, Kepala Kantor Urusan 

Agama Kabupaten diberi kuasa untuk, atas nama Menteri Agama menunjuk 

pegawai pembantu pencatat nikah yang cakap dan ahli untuk menjadi wali 

hakim di dalam wilayah kerjanya masing-masing dan menunjuk Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang menjalankan tugas sebagai Pegawai Pencatat 

Nikah bertindak sebagai wali hakim di wilayahnya dan apabila ia berhalangan, 

maka dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang lain 

                                                           
1
 Ali Mohtarom, Jurnal Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan 

Hukum Positif..., 199. 
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dengan penunjukan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten. Dengan demikian, 

Kepala kantor urusan Agama Kabupaten diberi otoritas oleh Menteri Agama RI 

untuk mengangkat wali hakim di daerah kecamatan dan desa-desa menurut 

yang diperlukan. 

Dalam hal ini pertimbangan telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gunung Anyar perihal pelaksanaan pernikahan dengan wali 

hakim karena alasan calon mempelai putri lahir setelah perceraian. Penafsiran 

kata “tidak ada wali nasab” dalam (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 

(4) Tentang Pencatatan nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor  

19 Tahun 2018  Tentang  Pencatatan Perkawinan, serta dalam Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menjadi dasar 

pertimbangan dari kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Gunung 

Anyar dalam menanggapi permasalahan tersebut. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Kepala KUA tentang 

Pernikahan dengan Wali Hakim karena Calon Mempelai Putri Lahir 

Setelah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar  

 
Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifudin 

menyebutkan suatu perkawinan dikatakan sah hukumnya apabila telah 

memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum Islam 

maupun hukum positif. Salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam 

sebuah perkawinan adalah adanya wali bagi calon mempelai Putri. Wali adalah 

seseorang yang bertindak atas nama mempelai Putri dalam suatu akad nikah 
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Tidak bisa dipungkiri memang semakin berkembangnya zaman makin 

berkembang pula bermacam persoalan yang harus dihadapi. Seperti persoalan 

tentang perwalian dalam pernikahan, bukti yang nyata sebagaimana yang 

penulis tulis pada bab 3 beserta pertimbangan dari Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) kecamatan gunung anyar. 

Seperti yang kita ketahui bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

kecamatan Gunung Anyar pada akhirnya memberikan pertimbangan 

pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena alasan calon mempelai putri 

lahir setelah perceraian dengan dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya 

yaitu dari Hadis Nabi Saw serta Peraturan-peraturan yang telah ada. 

Jika kita melihat dari segi islam, tentunya apa yang di lakukan oleh Kepala 

Kantor Urusan Agma (KUA) sudah sepenuhnya benar dengan apa yang telah 

dijelaskan dari Hadis Rasulullah Saw dari „Aisyah Ra: 

.لَهُِ لَكَلَِِّ مَنِ  كَلُِِّ فاَالشُّل طاَفُِ  

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak 

ada walinya.”  

 

Bahwasannya yang dimaksud dari tidak adanya wali disini adalah 

terputusnya nasab mbak Diah (calon mempelai putri) terhadap ayahnya, 

dikarenakan ia lahir setelah perceraian dari kedua orang tuanya dimana pada 

saat itu kedua orangtuang (Diah) telah resmi bercerai dan ibunya (Diah) telah 

habis masa iddahnya, dengan kata lain lahir diluar pernikahan yang sah dan 

termasuk anak hasil perzinahan. 

Perlu diketahui juga pada saat itu walaupun status kedua orangtua dari 

mbak Diah ini telah resmi janda dan duda namun mereka masih tetap tinggal 
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bersama dalam satu rumah, yang mana ketika itu diantara keluarga dari 

orangtuanya mbak Diah tidak ada yang mengetahui sama sekali prihal kejadian 

perceraian tersebut. 

Persoalan perzinahan dalam islam tentunya telah banyak diatur, baik 

dalam Firman Allah Swt dan Hadis Nabi Saw. Seperti firman Allah Swt 

berikut ini dalam Surat Al-Isra‟(17):32 

                       

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”
2
 

Ayat ini menegaskan bahwa:  

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. 

Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari 

hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua 

orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan 

rukunnya 

Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhori, mengatakan bahwa anak yang 

lahir karena hasil perzinahan hanya memiliki nasab pada ibunya 

جَرُِ الَ وَلَدُللِ فِراَشِِ كَللِ عَاهِراِلَْ   

 “Anak itu dinasabkan karena Ibunya (pemilik Firasy,), sedangkan laki-

laki pezina tidak memilki apa-apa”.(HR. Bukhori) 

 

Islam melarang keras perbuatan zina,  karena tidak sesuai dengan sifat 

kemanusiaan dan perbuatan tersebut dapat menghancurkan moral dan 

                                                           
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya..., 285. 
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mengotori nasab, Islam selalu melarang umatnya mendekati perbuatan keji dan 

hina karena akan  menimbulkan akibat yang buruk. 

 Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas 

berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan defenisi yang 

jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, tetapi berangkat dari defenisi 

ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadist, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah 

anak yang lahir oleh sebab dan di  dalam perkawinan yang sah. Selain itu 

disebut sebagai anak zina  yang hanya memiliki hubungan nasab dengan 

ibunya. 

Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada 

„iddahnya. Menurut mereka wanita yang  berzina tidak ditentukan ketentuan-

ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar‟i, karena iddah 

itu disyari‟atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam 

hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan 

anak zina kepada ayah biologis, tetapi kepada ibunya. 

Adapun akibat hukum dari anak yang tidak sah dalam islam adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara 

tidak sah.  

Anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun 

anak diluar nikah atau anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada 

ayahnya melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal ayah tidak 

wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan 
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geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan 

hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. 

2. Tidak ada saling mewarisi  

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara 

anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka 

mereka tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan 

salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewaris dimaksud, juga 

termasuk mewaris dari kerabatnyayang tersekat seperti saudara, paman dan 

sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya. 

A Hasan menegaskan anak tersebut tidak jadi anak bapak, dan oleh 

karena itu bapaknya tidak menjadi ahli warisnya dan iapun tidak menjadi 

ahli waris mereka. Begitu juga anak hasil zina yakni anak zina dan anak 

yang tidak di akui itu, ahli warisnya hanya ibunya, saudara seibu dan anak 

dari pihak ibunya. 

3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah  

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah 

kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak diluar nikah 

itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan 

sebuah pernikahan, maka ia tidak berhak untuk di nikahkan oleh laki-laki 

yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya 

berdasarkan nasab. Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah 

orang-orang yang tergolong as}a>bah dalam waris.  
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Sayid Sabiq menjelaskan bahwasannya jumhur ulama seperti Mali, 

Tsauri al-Lais dan asy-Syafii berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu 

ialah mereka yang tergolong as}a>bah dalam waris, tidaklah ada hak 

menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu saudara 

seibu lainnya. Oleh karena as}a>bah dalam waris juga berdasarkan nasab, 

maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab 

dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai 

akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara 

tidak sah, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya 

dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali. 

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar setelah dianalisis dengan hukum 

Islam sudah benar, karena dalam literatur fiqh yang ada dengan detail 

menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil zina hanya memiliki 

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berarti nasab dari 

ayahnya telah terputus, oleh karena terputusnya nasab dari ayahnya tersebut 

ketika ia hendak menikah yang menjadi wali adalah wali hakim. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah 

perceraian didasarkan pada pertimbangan Kepala KUA dengan berpedoman 

pada hadis dari „Aisyah ra tentang wali hakim dan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 tahun 2018 dengan menafsirkan kata tidak ada wali nasab 

karena calon mempelai perempuan lahir setelah perecraian. 

2. Pertimbangan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar terhadap pelaksanaan 

pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah 

perceraian telah sesuai dengan hukum Islam, sebab anak yang lahir diluar 

pernikahan yang sah hanya memiliki nasab atas ibunya dan keluarga ibunya 

yang berarti nasab antara dirinya dan ayahnya telah terputus, begitupun 

dalam hal perwalian hingga akhirnya wali hakim yang akan menjadi wali 

dalam pernikahannya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 

pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

 

1. Persoalan pernikahan dengan wali hakim tentu bukan sekali ini terjadi, ada 

banyak kasus yang sama namun dengan jalan cerita yang berbeda. Untuk itu 
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perlu dari adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya status 

pernikahan dan status anak, agar hal seperti ini tidak terulang kembali. 

2. Persoalan ketidakjelasan kata tidak ada wali dalam undang-undang yang 

mengatur tentang wali hakim juga perlu untuk dibahas. Untuk itu kepada 

pihak-pihak yang terkait hendaknya meluruskan kembali mengenai 

penafsiran kata ”tidak ada wali” pada peraturan yang ada dengan memberi 

tambahan kata tidak ada wali nasab dikarenakan anak tersebut lahir di luar 

pernikahan yang sah dan mengharuskan nasabnya hanya kepada ibunya dan 

keluarga ibunya. 
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